
BUPATI BOYOLALI 

PROVIN8I JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR 35 1AHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMIUHAN KEPAUA DESA ANTAR WAKTU 
MELALUI MUSYAWARAH DESA

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Men^iigat

BUPATI BOYOLAU,

bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pa sal 31 ayat 
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor U Tahun 
2015 ten tang Pemilih^in Kepala Desa sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Nornor 11 Tahun 2015 ten tang Pemilihan Kepala 
Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali 
icntang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu 
melalui Musyawarah Desa;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Da erah> Daerah Kabu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7t Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58> 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah.....
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4. Peraturan Pemeriniah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Deaa (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Leml>aran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolah Nomor 11
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Deaa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2015 
Nomor 11, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Nomor 166) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 196);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam N^eri 
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036],

MEMUTUSKAN;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI BOYOLAU TENTANG TATA CARA 
PEMILIHAN KEPALA DBS A ANTAR WAKTU MELALUl 
MUSYAWARAH DESA.

BAB 1
KETENTUAN GMUM

Pasal I
DaJam Peratunm Daerah ini yang dimakaud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Per\^’akilan 

Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemeriniahan menu rut 
aaas otonomi dan tugaa pembaniuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam aistem dan prinsip Negara Kesatuan RepubJik Indonesia 
aebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerimah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,

5- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemeriniahan. 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hak asal usul. dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Camat adalah Camat di uilayah Kabu paten Boyolali.
7- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu pcrangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang sclanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan kcterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD 
khusus untuk Pemilihan Kepala Desa antar waktu,

10. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan ralQ'at di desa 
dalam rangka mcmilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, 
bebas. rahasia. jujur, dan adil.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, lugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan nimah tangga 
Desanya dan melaksanakan tugaa dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah.

12. Panitia Pemilihan Kepala Dcssa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa 
Tingkat Desa yang selanjutnya dischut Panitia Pemilihan adalah Panitia 
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan 
Kepala Desa Aniar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

13. Tim......
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13. Tim Pengendali Tingkat Kabupaten yang aelanjutnya disebut Tim 
Pcngendali Kabupatcn adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat 
kabupaten dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa An tar Waktu Melalui Munyawarah Dcsa.

14. Tim Pengendali Tingkat Kccamatan yang aelanjutnya disebut Tim 
Pengendali Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Bupati di tingkat 
kecamatan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.

15. CaJon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah 
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih 
dalam Musyawarah Desa.

16. Calon Kepala Desa Tcrpilih adalah calon Kepala Desa Terpilih dalam 
proses Musyawarah Desa.

17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupatcn BoyolaJi yang diangkai oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta 
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

18. Haii adalah hlari kerja.

BAB 11
PEMIUHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI 

MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa 
jabatan lebih dan 1 (satu) tahun, bupati mengangkat Pegawai Negeri 
Sipil dan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai 
dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil Musyawarah Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling lama 6 (cnamj bulan sejak Kepala Desa diberhentikan,

(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa 
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis siaa masa 
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB 111
TIM PENGENDALI

Pa sal 3
(1| Bupati raembentuk Tim Pengendali Kabupaten dan Tim Pengendali 

Kecamatan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui 
Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan Tim Pengendali Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari:

Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati;a.
b. Ketua Tim Sekretaris Daerah;

c. Wakil.
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c. Wakil Ketua I : Asisten Tata Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;

d. Wakil Ketua 11 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa;

c. Sekretaris 1 Kepeda Bidang Bina Pemerintahan Desa 
pads Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa,

f Sekretaris II : Kepala Seksi Aparat Pemerintahan Desa 
pads Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa;

g Anggota : Inspektur Daerah;
h. Anggota Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan;
i. Anggota ; Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil;
j Anggota Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi;
k. Anggota Kepala Kan tor Kesatuan Bangsa dan 

Politik;
1. Anggota Kepala Satuan Poll si Pamong Praja;
m. Anggota Kepala bagian Tata Pemerintahan pada 

Sekreiariat Daerah;
n. Anggota : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat 

Daerah;
o. Anggota Unsur pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa; dan
P- Staf Administrasi : Unsur pada Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa.

PasaJ 4

Susunan Tim Pengendali 
ayai (I) tcrdiri darii
a. Ketua
b. Wakil Ketua
c. Sekretaris

d. Aj)ggota
e. Anggota
f. Anggota

g. Anffiota
h. Anggota

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 3

Camat:
Sekretaris Kecamatan;
Kepala Seksi di Kecamatan yang 
membidangj Pemerintahan;
Kepala KcpoUsian Sektor;
Komandan Rayon Mi liter;
Kepala Seksi di Kecamatan yang 
membidangi Ketenteraman dan 
Ketertiban Kecamatan;
Unsui Tcnaga Pendidikan; dan 
Staf Kecamatan.

BAB IV.
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BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

PasaJ 5
(1) BPD membentuk Panitia Pemilihati.
|2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) 

ditetapkan d<^ngan Keputusan Pimpinan BPD.
(3) Panitia Pemilihan selwgaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa.
(4) Panitia Pemilihan aebagaimana dimaksud pada ayat {2|, jumlahnya 

disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa.

(5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung 
jawab kepada pimpinan BPD.

(6) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari:
a. Ketua;
b. Wakd Ketua;
c. Sekretaris 1;
d. Sekretaris 11;
e. Bendahara;
f. $eksi‘seksi;

1. penjaringan dan penyaringan;
2. umum dan perlengkapan;
3. dokumentasi dan publikasi; dan
4. keamanan,

(7) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua 
Panitia atau Ketua BPD.

(8) Susunan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan 
dimaksud pada ayat (7| adalah sebagai berikut;

sebagaimana

‘Demi Allah (Tuhan), Say a bersumpah/beijanji:
Bahwa Say a akan memenuhi cugas dan kewajiban Say a sebagai 
Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa An tar Waktu melalui 
Musyawarah Desa dengan sebaik-baiknya;
Bahwa Say a akan mcnyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa An car 
Waktu melalui Musyawarah Desa sesuai dengan peraturan perundang* 
undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Bahwa Say a dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan 
tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
Bahwa Say a dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja 
dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi auksesnya 
Pemilihan Kepala Desa An tar Waktu melalui Musyawarah Desa, 
tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan 
Negara Republik Indonesia dan pada kepentingan pribadi atau 
golongan”.

(9) Ouna.....

i
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(9) Guna kelancaran pciakaanaan tugas Panitia Pcmilihan membuat kop 
surat dan scempel Panitia Pemilihan dengan bentuk dan ukuran 
sebagaimana tercantum daiam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dan Peraturan Bupat^ ini.

m
<2)

(3)

Fasal 6
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ay at (3)
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa,
Penyaringan bakal caJon Kepala Desa menjadi calon KepaJa Deaa 
ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) 
orang.
Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pads ayat 
(2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) ©rang, Panitia 
Pemilihan melakukan seleksi tarnhahan.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 7
Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan metalui tahapan;
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.

Bagian Kedua 
Persia;>an

Pasal8

Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a^ terdih
atas kegiatan:
a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka 

waktu 15 (lima belasf Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
b. pengajuan biaya pemilihan dengan bel>an Anggaran Pendapatan dan 

Bclanja Desa olch panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak 
Panitia Pemilihan terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa 
paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Had terhitung sejak 
diajukan oleh Panitia Pemilihan;

d. pengumuman dan pendafraran balcal calon Kepala Desa oleh Panitia 
Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Had;

e. penelitian kelen^capan persyaratan administrasi bakal calon Kepala 
Desa oleh Panitia Pemilihan daiam jangka waktu 7 (tujuh) Had; dan

r. penetapan....
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f. penetapan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan paJing sediktt 2 
(dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan 
pengcsahan Musyawarah Deaa untuk ditetapkan sebagai calon yang 
berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 9

(1) Dalam hal anggota Panitia PcmiJihan mencalonkan diri sebagai bakai
calon Kepaia Desa atau berhalangan tetap, yang bersangkutan 
diberhentikan dari keanggotaan Pemilihan dan dilakukan
penggantian dengan Keputusan BPD.

(2) Penggantian sebagai man a dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
rapat BPD.

Paragraf 1
Peng u mu man dan Pendaftaran Bakai Calon Kepaia Desa

Pasal 10
(1) Pengumuman dan pendafuran bakai calon Kepaia Desa diJaksanakan 

dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.
(2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagai man a dimaksud pada ayat (1) 

dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a, tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan; dan
b. w'aktu pendaftaran dimulai Hari pertama pengumuman dibukanya 

pendaftaran sampai dengan Hari lerakhir pendaftaran pada jam 
kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.

(3) Warga Negara Republik Indonesia dapat mendaftarkan diri dengan 
cara mengajukan pendaftaran secara tertulis yang diajukan kepada 
Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai Warga Negara 

Republik Indonesia yang diiegaliaasi Pejal>al yang berwenang;
b. Surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai 
cukup;

c. sural pemyataan mcmegang teguh dan mengamaikan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh 
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

d. fotokopi ijazah atau tanda lulus pend id ika n atau surat keterangan 
pengganti ijazah atau tanda lulus pendidikan dari ringkal dasar 
sampai dengan ijazah atau tanda lulus pendidikan lerakhir yang 
sah dan dilegalisasi oleh Pejabat yang l>erwenang atau surat 
pemyataan dari pejabat yang berwenang;

e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang 
dilegalisasi oleh pejabat k>erwenang;

f. surat.
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f. surat pemyataan bersedia dicaJonkan menjadi Kepala Desa yang 
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersege) atau 
bermetcrai cukup:

g. surat pemyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara 
dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat 
oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegcl atau bermeterai 
cukup;

h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pemah 
dyatuhi pidana penjara l>erdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 
(limaj tahun atau lebih, kecuali 5 (limaj tahun setelah selesai 
menjaJani pidana penjara dan mengumumkan aecara jujur dan 
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana 
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

1. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeh bahwa tidak sedang 
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum teiap;

j. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah 
atau Pusat Kesehatan Masyar^ikat;

k. surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pemah 
menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat 
oleh yang l>ersangkutan di atas kertas bersegcl atau bermeterai 
cukup;

l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa vang 
bersangkutan tidak pemah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) 
kali masa jabatan;

m. surat pemyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa 
aetempat selama menjabat Kepala Desa yang dibuat oleh yang 
bersangkutan di atas kertas scgel atau bermeterai cukup;

n. Surat Keterangan Catalan Kepoiisian dari Kepolisian Republik 
Indonesia;

o. surat pemyataan tidak akan mengundurkan diri dalam proses 
pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan sebagai Calon 
Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas 
berscgel atau bermeterai cukup;

p. fotokopi keputusan pengangkalan bekerjfl/pcmah beketja di 
lembaga pemerintah an bagi pelamar yang mempunyai pengalaman 
bekerja/ pemah bekeija di Icmbaga pemerintahan;

q. daftar riwayat hidup; dan
r. pas foto l^erwama terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 6 (enam) 

lembar dan 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta 
sq/?copi/nya-

(4) Format...........
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(4) Format contoh surat sebagaimana dimaksud pada ay at (3) huruf b, 
huruf c, huruf f, huruf gt hunaf k, huruf m. hurtif o dan huruf q 
iercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Lembaga Pereerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p 
adalah:
a. BPD;
b. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupatcn / Kota atau Pcmerintah 

Provinsi;
c. Kementeiian/Lembaga Negara iainnya; dan
d. Dewan Penvakilan Rakyat, Dew an Perwakilan Dae rah. alau Dewan 

Perwakitan Rakyat Daerah.

(6) Pakaian bakal calon Repala Desa dalam pas foto sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf r adalah Pakaian Sipil Lengkap atau 
Naaional.

(7) Kepala Desa, Rerangkat Desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara 
Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia. Pegawai Badan 
Usaha Milik Negara. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai 
Badan Usaha Milik Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan 
Kepala Desa, selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3} harus melampirkan surat izin dari Pejabat 
yang berwcnang.

(S) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa. 
selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) harus melampirkan surat pemyataan bersedia 
mengundurkan diri apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, 
yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup.

(9) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dan ayat (7). dibuat rangkap 3 (tiga) yang 
peruntukannya diatur sebagai beiikut:
a. 1 (satu) bendel ash untuk Panitia Pemilihan;
b. 1 (satu) bendel sal man untuk Tim Pengendali Kecamatan; dan
c. 1 (satu) bendel salinan untuk 11m Pengendali Kabupaten.

Pasal n

(1) Surat izin cuti bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri 
pemilihan Kepala Desa diberikan terhitung sejak yang bersangkutan 
terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya 
pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Surat izin cuti bagi Pegawai Badan Usaha Milik Negara. Pegawai Badan 
Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Usaha Milik Desa diberikan 
terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya 
pelaksanaan penetapan calon terpilih.

{3f Peng^uan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dan ayat (2) 
diajukan sebeluzn mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Paragraf 2....
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Paragraf 2
Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal 
calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabaahan 
administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabaahan administrasi scbagaimana 
dimaksud pada ayar (1) dapat disertai klanflkasi pada instansi yang 
berwenang,

(3) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan dan keabaahan 
administrasi aebagaimana dimaksud pada ay at (1) selama 7 (tujuhj Hari.

(4| Panitia Pemilihan memberiiahukan secara tertulis kepada bakal calon 
Kepala Desa apabila terdapat kekurangan atau keraguan ten tang syarat 
yang telah ditetapkan paling I am bat 1 (satu) Hah setelah selesainya 
penelitian kelen^<apan dan keabaahan sebagaimana dimaksud pada 
ay at (3|.

(5| Bakal calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi 
persyaratan selama 5 (lima) Hari terhltung sejak diterimanya 
pembehtahuan secara tertulis dan Panitia Pemilihan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4).

(6) Panitia Pemilihan mengumumkan bakal calon Kepala Desa yang 
memenuhi persyaratan paling lam bat 14 (empat betas) Hari setelah 
penutupan pendaftaran.

Pasal 13

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat |6) betjumlah paling sedikit 2 
(dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Panitia Pemilihan menetapkan 
bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa paling lam bat IS (lima 
belasj Hari setelah penutupan pendaftaran.

Pasal 14
(1) Dalam hal bakal calon Kepala Deaa yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) kurang dan 2 (dua) 
orang, Panitia Pemilihan memperpanjang tvaktu pendaftaran selama 7 
(tujuh) Hari.

(21 Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap 
kurang dari 2 (duaj orang setelah perpenjangan waktu pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1|, BPD menunda pelaksanaan 
Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang 
ditetapkan oleh BPD.

Pasal 15.
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(1)

Pa sal 15

Dalam haJ bakaJ calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) lebih dari 3 (tiga) orang, 
Panida Pemilihan melakukan aelekai tambahan dan menetapkan 3 (tiga) 
orang bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa berdasarkan 
peringkat basil seleksi tambahan.

(2)

(3)

(4)

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
a. memiliki pengalaman mengenai pemenntahan Desa;
b. tingkat pendidikan;
c. usia; dan
d. ujian tenulis.
Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2| masing-masing diberi 
bobot scbagai berikut:
a. pengalaman bekeija di Lembaga Pemenntahan 5% (lima perseratus);
b. tingkat pendidikan 5% (lima perseratus);
c. usia 5% (lima perseratus); dan
d. basil Ujian tertulis 85% (delapan puluh lima perseratus).

Pengalaman bekerj'a di Lembaga Pemenntahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) hun^f a dibitung dengan skor nilai:
a. kurang dan 1 (satu) tahun skor nilai 0 (nol);
b. 1 (satuI tahun sampai dengan 5 (lima) tahun skor nilai 20 (dua 

puluh);
c. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 

40 (empat puluh);
d. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima betas) tahun 

skor nilai 60 (enam puluh).
e. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun 

skor nilai SO (delapan puluh); dan
f. lebih dari 20 (dua puluh) tahun skor nilai LOO (seratus).

(5) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dihitung dengan skor nilai:
a. pendidikan tamat SLIP atau sederajat skor nilai 80 (delapan puluh);
b. pendidikan tamat SLTA atau sederajat skor nilai 85 (delapan puluh 

lima).
DI atau D2 skor nilai 90 (sembilan puluh);
D3 atau Sarjana Mud a atau sederajat skor nilai 95 (sembilan puluh 
lima); dan
Diploma IV/saijana/pasca saijana skor nilai 100 (seratus).

Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung dengan 
kriteria usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) 
tahun dengan skor nilai 100 (seratus) dan lebih dari 60 (enam puluh) 
tahun skor nilai 90 (sembilan puluh).
Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
dihitung dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).

c.
d.

e.

(6)

(7)

(8) Ujian....
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(8| Ujian tertuliB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri 100 
(seratua) aoal, dengan materi pel^aran:
a. Pendidikan agama sebanyak 20 (dua puluh) seal;
b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 beserta perubaharmya sebanyak 20 (dua puluh) seal;
c. Bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh] soal;
d. Matematika/berhitung sebanyak IS [lima betas) soal; dan
e. Pemeriniahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua 

puluh lima) soal.

(9| Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
dilaksanakan pada Hari yang sama dengan pen eta pan bakaJ caJon yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).

(10) Hasil kumulatif skor nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2)r dirangking dengan 3 (tigaj uni tan tertinggi dan diumumkan pada 
Hari pelaksanaan ujian tertulis.

(11) Dalam hal hasil kumulatif skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 
(9) terdapat bakal calon Kepala Desa yang memperoleh hasil kumulatif 
yang sama pada urutan ketiga. maka bakal calon yang memperoleh nilai 
tertinggi dalam ujian tertulis ditetapkan sebagai bakal calon rangking 
ketiga.

(12) Dalam hal nilai ujian tertulis sel>agaimana dimaksud pada ayat (7) 
adalah sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap baltal 
calon yang memperoleh nilai yang sama sampai diclapatkan bakal calon 
yang memperoleh nilai ujian tertinggi.

(13) Pelaksanaan ujian ulang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (12) dilaksanakan paling lam bat 1 (satuj Hah aetelah ujian tertulis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 16
(1| Ujian Tertulis seb^aimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d 

dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekeija sama dengan Tim Penguji.
(2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1| ditetapkan dengan 

Keputusan Carnal berdaaarkan sural permohonan dari Panitia 
Pemilihan.

(3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. unsur UPT Koordinator Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah 

Kecamatan; dan/atau
b. unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas baik Negeh atau 
swasta.

(4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil 
ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui Camat pada Hari yang 
sama dengan pelaksaaan ujian tertulis.

Pasal 17.
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Pasal 17
(1{ Calon Kepala Deaa ditarang mengundurkan diri dalam Pemilihan 

Kepala Desa terhitung sejak dilaksanakan penetapan sebagaimana 
dimaksud dalam Paaal 13.

(2) Dalam hal calon Kepala Desa mengundurkan diri dalam Pemilihan 
Kepala Desa setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), calon Kepala Desa dikenai sanksi administrasi berupa 
denda sel>esar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3| Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan oleh calon atau 
keluaiga calon Kepala Desa yang mengundurkan diri kepada 
Pemerintah Desa secara tunai atau transfer ke rekening kas Desa 
pahng lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Dalam hal calon Kepala Desa atau keluaiga calon Kepala Desa tidak 
menyetorkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Kepala 
Desa diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(5| Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau
mengundurkan diri sehingga calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang. 
pemilihan Kepala Desa antar waktu dinyatakan gagal dan tahapan 
pemilihan Kepala Desa antar waktu dimulai dari awal.

(6) Dalam hal terdapat calon Kej>ala Desa meninggal dunia atau
mengundurkan diri tetapi calon Kepala Desa masih beijumlah 2 (dual 
orang, terhadap calon Kepala Desa yang meninggal atau 
mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tahapan pemilihan Kepala 
Desa antar waktu tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara calon 
Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan tidak 
sah.

Paragraf 3 
Ih'oses Pelaksanaan

PasaJ 18

b.

C-

(l) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
meliputi;
a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang 

teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan; 
pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah 
Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 
pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dan 
peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme Musyawarah mufakat 
atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh 
Musyawarah Desa;
pclaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan 
kepada Musyawarah Desa; dan 
pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa.

(2| Peserta.....

d.

e.

f
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(2)

(3)

Peaerta Musya war ah Desa sebagaiinana dimaksud pad a ayat (1) huruf c 
inelibatkan unsur masyarakat.
Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pads ayat (2) berasal dari:
a. tokoh ad at;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikarj;
e - perwakilan kelompok tan i;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. unsur masyarakat Iain sesuai dengan kondisi sosial budaya 

masyarakat setempat,
(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili 

paling banyak 5 (lima) orang dari sctiap dusun atau sebutan lain.
(5) JumJah peserta Musyawarah E>esa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa 
dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di 
Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD,

(6) Pelakaanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Had 
setelah penetapan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat 
menjadi calon Kepala Desa.

Paragraf 4 
Pelaporan

PasaJ 19

(1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 7 huruf c 
meliputi:
a. pelaporan hasil p>emUihan Kepala Desa melaJui Musyawarah Desa 

kepada BPD dalam jangka wakiu 7 (tujuh) Han setelah Mu^awarah 
Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

b- pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh 
Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 
menerima laporan dari Panitia Pemilihan;

c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan 
calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak 
diterimanya laporan dari BPD; dan

d, pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari 
sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala 
Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2| Tahapan,...

f
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(2| Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa an tar waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 18, dan pad a ay at (1) dapat dipersingkat 
dcngan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Paaal 20

(1) BPD menyampaikan laporan caJon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
(2) Bupati mengeaahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
(3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai ketentuan 

pcraturan perundang-undangan.

BAB VI
BlAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 

PasaJ 21

Biaya pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawaxah Desa 
dibebankan pada Anggaran Pendapatati dan Belanja Desa.

BAB VII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 22

(1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan 
Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, saksi, dan/atau masyarakat 
dapat menyampaikan laporan atau pangaduan kepada Panitia 
Pemilihan,

(2j Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dilakukan secara 
tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 2 (dua) Hari 
sejak selesainya Musyawarah Desa.

(3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan selambat- 
lambatnya 3 (tiga) Hari sejak pengaduan diterima.

(4) Dalam hal penyelcsaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan tidak 
berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) Hari,

(5) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) hanya berlaku untuk perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa,

(6) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai ketentuan peraturan 
peru ndang- undangan.

BAB VIII.....
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BAB VIII
KETENTUAN PERAUHAN 

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai t^erlaku, bagi KepaJa Desa yang dipilih 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Pemilihan Kepala Desa sebagairnana tdah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa 
dan telah berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan Icbih 
dari 1 (satuj tahun serta belum melakukan pemilihan KepaJa Desa An tar 
Waktu melalui Musyawarah Desa, maka pembentukan Panitla Pemilihan 
oleh BPD ditetapkan paJing lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak 
diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tan^al i 2018

BUPATI BOYOLALI,

f SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal t

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

2018

Asisten Ad inistrasi Umum

SUCrYANTO

f 4

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR i3
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Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLAU,

AGNES S TINING$[H
'Pembina 

NIP. 19671102 199403 2 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATl BOYOLAU 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG
TATA CARA PEMIUHAN KEPALA 
DESA ANTAR WAKTU MELALUl 
MUSYAWARAH DESA

A. CONTOH KOP SURAT DAN STEMPEL PANITIA PEMIUHAN KEPALA DESA 
ANTAR WAKTU MELALUl MUSYAWARAH DESA

I. CONTOH KOP SURAT DAN PENANDATANGANAN SURAT PANITIA 
PEMIUHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUl MUSYAWARAH DESA

PANITIA PEMiLiHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUl MUSYAWAH DESA
DESA...............................KECAMATAN...................................

KABU PATEN BOYOLAU

Panitia PemiHhan Kepala Dcaa An tar Waktu 
Melalui Musyawarah Desa

Deaa...................Kecamatan............................
Kabupaten Boyolali 

Ketua
P«niM

2. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMIUHAN KEPALA DESA

PAMITIA PEMILIHAN NfcPALA DESA 
ANTAR WAKTU DESA 

KECAMATAN 
KABlJRATEN BQYOIAU

2 cm

6.5 cm

KETERANGAN :
1. Tinta
2. Huruf

Ungu
Anal ukuran 7



B. FORMAT CONTOH SURAT FERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG 
MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah inif aaya:
Nama 

NIK
Tempat/tanggal lahir 

Agama
Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Alamat
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa say a:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. sebagai rakyat yang hid up di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, akan selalu menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa. serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Demikian surat pemyataan ini say a buat dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh 

keterangan yang saya berikan adalah benar dan say a beraedia dituntut dimuka 

pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang 

saya berikan dikemudian hari temyata tidak benar.

Yang membuat pemyataan

Metaral 
Rp. e.ooo.-
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C. FORMAT CONTOH SURAT PERffVrATAAN MEMEGANG TEGUH DAN 
MENGAMALKAN PANCASlUA, UUD 1945, MEMPERTAHANKAN DAN 
MEMEUHARA KEUTUHAN NKRl DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD 1945, 

MEMPERTAHANKAN DAN MEMEUHARA KEUTUHAN NKRI DAN
BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini, say a:
Nama 

NIK
Tempat/tanggal lahir 

Again a
Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Pekcrjaan 

Alamat
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
Ladalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh dan 

mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang^Undang Dasar 1945 

dan mempertahankan dan mem el i bar a keutuhan Negara Kesatuan Repubbk 

Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
2. tidak pemah terlibat dalam gerakan separatis, tidak pemah melakukan 

gerakan secara inskonstitusiona) atau dengan kekerasan untuk mengubah 

Dasar Negara aerta tidak pemah melanggar Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dalans keadaan sehat jasmani 

dan rob an i serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh 

keterangan yang saya behkan adaJah benar dan saya bersedia dituntut dimuka 

pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang 

saya berikan dikemudian hari temyata tidak benar.

Yang membuat pemyataan
Metsrai 

Rp. 6.000.-
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D. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENU ADI 
KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama 

NIK
Tern pat/tan ggal lahir 

Agama
Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Pekerjaan 

Alamat
menyatakan dengan sesun^uhnya bahwa say a bersedia dicalonkan din menjadi 
Kepala Desa.

Demikian surat pemyataan ini say a buat dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh 

keterangan yang saya berikan adaJah benar dan say a bersedia dituntut dimuka 

pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabila keterangan yang 

saya berikan dikemudian hari temyata tidak benar.

Yang mem buat pemyataan

M«<»rai
Rp. aooo.-
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E. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANl 
HUKUMAN PI DANA PENJARA DENGAN HUKUMAN BAD AN ATAU HUKUMAN 
PERCOBAAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANl HUKUMAN PIDANA PENJARA DENGAN 

HUKUMAN BADAN ATAU HUKUMAN PERCOBAAN

Yang bertanda tangan dibawah inU saya:
Nama 

NIK
Tempat / tanggal lahir 

Agama
Jenis Kelamin 

Pendidikan 

Pekeijaan 

Alamat
menyatakan dengan seaungguhnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman 

pidana penjara dengan hukuman bad an atau hukuman percobaan.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh 

keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka 

pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabUa keterangan yang 

saya berikan dikemudian hari temyata tidak benar.

Yang mem buat pemyataan

Rp 6.000,.

• 5 •



F. FORMAT CONTOH SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG BERSTATUS 
SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA TINDAK PI DAN A 
KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PiDANA PENJARA

SURAT PEKNYATAAN
TIDAK SEDANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA ATAU TERDAKWA KARENA 

TiNDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM 
DENGAN PIDANA PENJARA

Yarjg bertanda tangan dibawah ini, say a:
Nama 

NIK
Tempat/tanggal Jahir 

Agama
Jcnis Kelamin 

Pendidikan 

Pekeijaan 

Alamat

menyatakan dengan aeaungguhnya bahwa aaya ddak sedang beratatud sebagai 
tersangka atau terdakwa karcna tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 

pi dan a penjara.

Demikian surat pemyataan mi saya buat dalam keadaan schat jamiani 

dan rohani serta tidak be rad a dalam tekanan pihak manapun. Seluruh 

keterangan yang saya berikan adaJah benar dan saya bersedia dituntut dimuka 

pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuenai apabita keterangan yang 

saya berikan dikemudian hari temyata tidak benar.

Yang membuat pemyataan

Materfl
ap. eooo,-

-6 -



G. FORMAT CONTOH SURAT PERrJYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT 
SEBAGAl KEPALA DESA SELAMA 3 (TIOA| KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAl KEPALA DESA SELAMA 

3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, sa>a:
Nama 

NIK
Tempat/tanggaJ lahir 

Agama
Jenia K^lamin 

Pendidikan 

Pekeijaan 

Alamat
menyatakan den gan sesun^uhnya bahwa say a tidak pemah menjabat sebagai 
Kepala Desa atau sebutan lainnya selama 3 (tigaj kali masa jabatan baik 

berlurut-turut maupun tidak berturui-turut di seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

Demikian surat pemyataan ini saya bust dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani serta tidak berada datam tekanan pihak manapun. Seluruh 

keterangan yang saya berikan adalah benar dan saya bersedia dltuntut ditnuka 

pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi apabtia keterangan yang 

saya berikan dikemudian hari temyata tidak benar.

Yang membuat pemyataan

Rp. 6.000,

• 7 •



H- FORMAT CONTOH SURAT FERNYATA.XN TIDAK AKAN MENOUNDURKAN DlRl 
DALAM PROSES PEMIUHAN REP ALA DESA APABILA TELAH DITETAPKAN 
SEBAGAj GALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENOUNDURKAN DlRI IDALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA 

DESA APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGA! CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:
Nama 

NIK
Tern pal / tanggal lahir 

Agama
Jenis Kelamm 

Pendidikan 

Pekeijaan 

Ala mat
menyarakan dengan sesungguhnya bahwa aaya:
1. sanggup tidak akan mengundurkan din dalam proses pemilihan Kepala Oesa 

apabila telah ditetapkan sebagai Galon Kepala Desa.
2. sanggup mem bay ar denda sebesar Rp50.000.000,00 (Iinia puiuh juta rupiah) 

apabila mengundurkan diri sebagai Galon Kepala E>e8a.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani 

dan rohani serta tidak berada dalam tekanan pihak manapun. Seluruh 

keterangan yang saya 1>enkan adalah benar dan saya bersedia dituntut dimuka 

pengadilan serta bersedia menerima segaia konsekuensi apabila keterangan yang 

saya berikan dikemudian han temyata tidak benar,

Yang membuat pemyataan

Re 6 000.

I / 
I ..

1^- i
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